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IKHTISAR 

 

 

Mega Maharani Ummi, Nim : 0203181025, Judul : Implementasi Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah ( 

Studi Pada Kantor BKPSDM Aceh Tenggara). Penelitian ini membahas tentang 

pelaksanaan mutasi pegawai yaitu adanya pegawai yang belum lama menduduki jabatan 

barunya namun dimutasikan lagi ke kantor lain atau tugas jabatan lain, sedangkan jika 

melihat dalam ketentuan pelaksanaan mutasi dalam beberapa aturan sangat bertolak belakang 

dalam aturan tersebut, Problematika yang sering terjadi pada pemerintahan daerah saat ini 

adalah sering nya terjadi mutasi di semua instasi, seperti yang terjadi di Pemerintahan Aceh 

tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan 

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 di Kantor BKPSDM 

Aceh Tenggara, Sanski Hukum Yang Berlaku Jika Mutasi Pns Tidak Sesuai Dengan 

Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 Di Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara, 

Pandangan Figh Siayasah Terhadap Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Republik Indonesua Nomor 5 Tahun 2019 Tata cara pelaksanaan Mutasi dan Pemindahan 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia), Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum eksperimental 

yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian 

lapangan. Kajian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah terjadi 

dalam kehidupan masyarakat . Hasil penelitian ini adalah dalam menjalankan aturan tersebut 

tidak terdapatnya implementasi aturan yang telah ditetapkan mengenai tata cara pelaksanaan 

mutasi ASN, dalam aturan yang telah dijelaskan prosedur-prosedur tata cara mutasi yang 

seharusnya dijalankan di kantor BKPSDM Aceh Tenggara tidak sesuai dengan aturan BKN 

yang ada. Dalam hal ini tentunya harus ada sanksi hukum yang diberlakukan untuk 

menimbulkan efek jera. Jika aturan yang telah diberlakukan tidak dijalankan, namun di dalam 

aturan BKN No.5 Tahun 2019 tidak terdapat sanksi hukum yang jelas tertulis, melainkan 

sanksi hukum terhadap mutasi tersebut berada diaturan lainnya. Hubungan tata cara mutasi 

ini berkaitan dengan fiqh siyasah yaitu fiqh siyasah dusturiyyah yang dimana penjelasan 

mengenai aturan perundang-undangan yang dibuat demi kemashlahatan umat bukan demi 

kepentingan pribadi ataupun penguasa. 

Kata Kunci : Mutasi, Pegawai Negeri Sipil, BKPSDM 
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